BUPATI SIMEULUE o

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG .
KONTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRF:AHMANIRRA HIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a bahwa dengan keluamya Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/I/2008 - tentang Pedoman
 Pelaksanaan Jaminan {esehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008, maka
Pemerintah Daerah Kubupaten Simeulue perlu menetapkan Kontribusi
Pelayanan Kesehatan aerah; )

b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat ¢ | hndusig Undang Noteor & Tl 1963 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 2576);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3204);

3. Undang—Unciang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Inconesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan -
Lembaran Negara Nomior 3495)

4. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undan 3-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40438);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tihun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3893); '

6. Undang-Undang Repuslik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupatcn Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3897); : :
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah divbah dengan Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. 2008 Nomor 59);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri ‘Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan
Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 39);

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menter; Dalam Negeri
Nomor 1203/Menkes’SKB/XI1/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD
tanggal 20 Desember 1993 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan
Kesehatan di Puskesmiis dan RSUD bagi peserta PT (Persero) Asuransi
Keschatan Masyarakat;

16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 48{Menkes{SKB/II/l 988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintahk Nomor 7 Tahun 1987 tentang urusan
Pemerintahan Dalam Pidang Kesehatan kepada Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/11/2008
tentang Pedoman Peclaksanaan  Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) 2008;

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 3);




Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan ‘
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KONTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pusal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintal: Kabupaten Simeulue;

C. :

d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

el

m.op

Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;

Bupati adalah Bupati Simeulue;

Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue; K

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daersh Kabupaten Simeulue;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugis tertentu di bidang Kontribusi Daerah sesuai

(dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaka yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainya, badan usaia milik Negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpular firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenss, lembaga, dana pensiun, bent ik usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiztan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainya;
Pelayanan Rawat Jalan adalah scgala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis -fan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di
rawat inap;

Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan rehabilitasi medic dan atau pelayanan kesehatan lainya dengan
menempati tempat tidur;

Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah/menanggulan i resiko kematian atau cacat;

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit \Jmum Daerah Kabupaten Simeulue;

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selajutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah

instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan
kenderaan roda 4 (empat), kenderaan rod: 2 (dua} atau kenderaan lainnya di lokasi yang
jauh dari sarana pelayanan yang ada;

Kontribusi adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Jasa pelayanan
keschatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun penunjang kesehatan;

Medis adalah dokter/dokter gigi spesialisimum;

Paramedis adalah perawat/bidan;

Penunjang medis adalah petugas medis non perawatan yang bertugas untuk menunjang
diagnose dokter sesuai bagian masing-masing;

Apotek adalah tempat pelayanan obat yang dapat menjual segala merk/jenis obat yang
memiliki apoteker. '




BABII
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

‘Tujuan pemberian kontribusi pelayanan keschatan adalah untuk menunjang dan melengkapi
pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam wilayah
Kabupaten Simeulue, - F '

Pasal 3 

Sasaran yang pemberian kontribusi pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin dan tidak
mampu, keluarga Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak
ditanggung oleh PT. Askes (Persero) dan keluarga anggota TNI/POLRI yang tidak ditanggung
oleh PT. Askes (Persero).

BaB 111
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN

Pusal 4

Pelayanan keschatan terhadap masyarakat me njadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeral,

Pisal §

Pemenintah Daerah berkewajiban memberikin kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan
yang optimal. _

Pisal 6

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat mengacu pada prinsip-prinsip:

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat
keschatan masyarakat;

b. Menyeluruh sesuaj dengan standar pelayanian medik;

¢. Pelayanan terstruktur dan begenjang;

d. Transparan dan akuntabel,

BABIV
OBJEK PIILAYANAN

Pasal 7

Pada dasamya pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif sesuai indikasi
medis meliputi antara lain:

a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jasingannya;

b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan (i BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM:




Pusal §

(1) Pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, antara lain:
-a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya

o

baik dalam maupun luar gedung, meliputi pelayanan;

1) Konsultasi medis, pemeriksaan fis k dan penyuluhan kesehatan;

2) Laboratorium sederhana (darah, win, feses rutin);

3) Tindakan medis kecil; P

4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal;

5) Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/meny usui, bayi dan balita;

6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan
- BKKBN);

7) Pemberian obat.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), d:laksamakan pada Puskesmas, Perawatan,

meliputi pelayanan: _

1) Akomodasi rawat inap;

2) Konsuitasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

3) Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);

4) Tindakan medis kecil;

5) Pemberian obat;

6) Persalinan normal dan dengan pen-sulit (PONED).

Persalinan normal yang dilakukan di  Puskesmas non-perawatan/Bidan

Desa/Polindes/di rumah pasien/praktel: Bidan Swasta.

d. Pelayanan gawat darurat (emergency)

(2} Pciayanap kesehatan sebagaimana dimaks Jd pada Pasal 6 huruf b, antara lain:
" a Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (IUJTL), dilaksanakan pada Puskesmas yang

C.

menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis, Rumah Sakit Pemerintzh

BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM, meliputi pelayanan:

1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh Dokter
© Spesialis/Umum;

2) Rehabilitasi medik;

3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;

4) Tindakan medis kecil dan sedang;

5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;

6) Pelayanan KB termasuk kontap ¢ fektif, Kontap pasca persalinan, penyembuhan

efek samping dan komplikasinya (ulat kontrasepsi disediakan BKKBN);

7) Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit:

8) Pelayanan darah;

9) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III

Rumsh Sakit Pemenntah, meliputi pela:yanan:

1) Akomodasi rawat inap pada kelas III;

2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisi < dan penyuluhan kesehatan;

3) Penunjang diagnostik: laboratoriun klinik, radiologi dan elektromedik;

4} Tindakan medis;

5) Operasi sedang dan besar;

6) Pelayanan rehabilitasi medis; _

7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PIZU, NICU, PACU);

8) Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit;

9) Pelayanan darah;

10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai;

11) Persalinan dengan resiko tinggi dar. penyulit (PONEK).

Pelayanan gawat darurat femergency).




